SALINAN

IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 138 TAHUN 2318
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2015
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA

Menimbang : a,

Mengingat

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

L

_|:I'|

bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 234 Tahun
2015, telah diatur mengenai [urmasi  Jabatan  Funesional
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;

bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi dan hasil
tvaluasi serfa penataan tugas dan fungsi Pengelola Penpadaan
Barang/Jasa, Peraturan Gubernur  scbagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Alas Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun
2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa;

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Thukota Negara
Republik Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah teralhir flengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomoer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pepawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah; '

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Baranp/Jasa Pemerintak;



V. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fuangsional Pegawai Negeri Sipil sebapgaimana telah
diubah dengan Peraluran Presiden Nomor 97 Tahun 20123

8., Peraturan  Mentert Pendayagunaan Aparatur  Negara dan
Reformas! Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Anahsis Jabalan;

Mo

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformast Birckrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Angka
Kreditnvs;

L2 Peraturann  Menternn Pendayagunaan  Aparatar  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 20016 tentang Jenjang
Jabatan Fungsional,

11. keputusan Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/VS/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan
Kebutinhan Pepawal Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangla
Penyusunan Formast Pegawai Negeri Sipil;

| 2. Peraluran Gubernur Nomor 58 Tabhun 2008 tentang Penempatarn
dan Pemindahan Penugasan Pejabal Fungsional;

13, Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 rentang Formas
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;

L4, Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerju Badan Pelavanan Penpgadaan Barang/Jasq;

MEMUTUSEKAN :

Menctapkan @ PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG /JASA,

Prasal |
Beberapa kelentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun
2013 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengodaan

Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daersh Khusus Thukora
Jakarta Tahun 2015 Nomaor 72173} diubah, schagal berikout :

|, Retenluan Pasal 1 angka & diubah, schingga berbunyi sebapai
berikur:
Pasal 1
1. Dacrah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkatl Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

G, Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Dserah Khusus
|bukota Jakarta.
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Badan Kepepgawalan Daerab vang selanjutnya disinglat BEKD
adalah Badan Kepegawalan Daecrah Provins: Dacrah Khusus
Mhuakota Jakarta,

Badan Pelavanan Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnva
disingkat BPPBEJ adalah DBadan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provins: Daerah Khusus Thukota Jakarta

. Biro Organisast dan Reformasi Birnkrast yang selanjutnyva

discbut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Scekretariat Dacrah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jaliarta.

- Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah

jabatan vang mempunyvai ruang lngkup tugss, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untul melaloukan kegiatan pengadasn barang fjasa
Pemerintal scsual dengan peraturan perundang-undsngan
vang diduduki oleh Pegawal Negeri Sipil;

- Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan

pangkat Pepawai Neger: Bipil vang diperlukan oleh suatu
saluan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan
tgas pokok dalam jangka wakiu tertentu yang ditetapkan oleh
Cubermar;

- Tim Penilel Angka Kredit adalah Tim wvanp dibentuk dan

ditetapkan olech pejabat Lerwenang vang bertugas menilai
prestasl  Kerja pejabat  fungsional  Pengelola Pengadaan
Barang/.Jasa;

Tim Penilai Angka Kredil Unil Kerja adalab Tim yang diangkas
uleh Kepala Unit Kerja yang berlugas membanta Kepala Unit
“erja menilal kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Darang/dasa berdasarkan angka kredit vang  ditelapkan
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Josa;

Penilman adalah penenituan derajat kualitas berdasarkan kriteria
itnl'ﬂk '1}'1'-111 vang ditetapkan terhadap penyvelenggaraan
kegatan jabatan fungsional.

tentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, schingga berbunyi sebagai
riktLL
Pasal 2

Jenis Jabaran Fungsional Pengelola Pengadaan Barane/ Jasa
termasuk dalam mimpun manajemen,

(2] Jabatarn Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa

3]

berkedudukan  sebagai pelaksana teknis fungsional pada
Perangkat Daerah/Unil Perangkat Daerah i Bidang
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Tugas Pokok Jabatan Mangsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa adalah melaksanakan Kegialan perencanaan, pengadaan,
penulihan penyvedia, meanajemen kontrak dan manajermesn
aset,



4. Kelentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagal beriloat:

i)

12)

(3]

Paszal 3

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keablian,

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa dan vang terendah sampai denpgan yang terfingg, vaina |

#. Pengelola Pengadaan Barang/-Jasa Ahl Perlams;
b. Penpelola Peneadaan Barang/ Jasa Ahlt Muda; dan
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahlt Madya

Jenjang pangkat dan polongan masing-masing  jenjang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
schagaimana dimalksud pada avat (2} dart yang terendah
sampal dengan yang tertings:, terdiri dari ¢

a. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertamea, terdin
atas ;

1. Penata Muda, golongan ruang Ul /a; dan
4, Penala Muda Tingkat [, polongan ruang M1/,

b, Pengelola Pengadesan Barang/Jasa Ahli Muda, erdin
flas -
l. Penata, golongan raang 111/ ¢ dan
2. Penata Tingkat 1. golongan ruang 11 /d.

¢, Penpelola Pengadaan Barang/Jasa Ahl Madya, terdiri
atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkal 1, golongan ruang [V /b, dan
. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV /.

4. Ketentuan ayal {3) Pasal & diubah sehingga berbuanyi sebapai
berikut

(1]

(]

{3

Pagal 5

Kebutuban lormas: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/.Jasa sesuai jenjang jubatan sebapaimana rercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini,

Formasi Jabalan Fungsional Pengelola Pengadasan Barang/
Jasa akan ditinjaun ulang sedap 5 (lima) rahun dan/atau
sesuai denpgan kebutuhan dan perhitungan behan  tugas
berdasarkan ketentuan peraturan perindang-undanean.

Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Penpadasn
Barang/Jasa dinsulkan olch Kepala BPPRJ kepada Gubernur
melalui BKD sesuad dengan kebuluhan formasi vang telah
ditelapkan,



4) Usulan  pengisian formast Jabatan Fungsional Penegclols
. PEng & E
Penpadaan Boarang/Jasu sehagmmana dimaksud pada ayat (3),
et £ : [
ditakukan serelah diadakan penelitian administras: dan
penetapannyva oleh BRKD sesuat dengan ketentuan peraturan
porundang-undanean.

etenluan BAB VI diubah sehingea bherbuny sebapai berikul
BAR VI

PENGANGEATAN DAN PEMEERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal &

[1} Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelnla  Pengadaan
Barang/Jaza dilaksanakan sesual dengan kehutuhan formasi
jabatan fungsional yang telah ditctapkan sesual dengan
etentuaan peratitran perundang-undangan.

{2} Pegawal Negert Sipil vang diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengelola  Penpgadaan Barang/Jasa  harus  memenuhi
persyaratan jabatan sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.,

(3} Pojabal yvang mengangkat Pejabat Pungsional  Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabal vang berwenang
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘asal ¥
(1} Pejabat  Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelela Pengadaan
Barang/Jasa apabila ;
a. mengundurkan din dart Jabatan:
b, diberhentikan semeniara sebapai Pepawal Negerl Sipil;
coomergaland eutt di luar tanggungan negara;
d. menjaiani tugas belajar lebih dad 6 (enam) bulan;
& ditugaskan secara penuh di luar jabaran fungsional;
dan falals
[, bdak memenuhi persvaratan jabatan,
{2) Pejabat  [ungsional vang diberhentikan  karena  alasan

schagaimana dimalisud pada ayal (1) hurul b sampai dengan
brarul ¢ dapat diangkat kembali sesuai dengan  jenjang
jabatan  terakhir apabila  tersedia kebuiuhan  jabatan
Mingsional,

(3] Pengangkatan kembali jabatan  [ungsional scbagaimana
dimaksud pada avat {2), dilakukan sesuai dengan jenjang
jabatan terakhir vang dimiliki apahbila lersedia lowongan
Jjabatan.

Pasal 8

Pemberhentian dari Jabaran Fungsional Pengelola Penpgadaan
Barang/Jasa ditetapkan dengan  Keputusan Gubernur atan
pejabat lain vane ditunjuk sesuai gengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

w



6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingea berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

1) Pengendalian dan evaluasi kebpyakan/pengaluran [ormasi
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagai bapian dari kebutuhan formasi jabatan funpgsional
lertentu dilaksanalkan oleh BKID dan Biro ORRE,

{2} Pelaksanaan engendalian dan  evaluasi  sebapgmimana
dimaksud pada avat (1), BED dan Bire ORH dapat
mengilcutsertakan Perangizat Daerah/Unit Perangkat Dacrah
iFDﬁ- PD Lerkait.

(3] Anggaran pelaksanaan engendalian dan evaluasi
schagaimana dimaksud pada avat (1) dibebankan pada
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] melaha
PDokumen Pelaksanaan Anggaran dan Biro ORE,

7. Lampiran diubah sehingga berbunyi schapaimans tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;

Pasal 11
Peraruran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar ﬁﬂl'iap urang mengetahuinya, memerintahian pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah
Frovinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan i Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ll

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Descmber 2018

SERRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ledd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72064

AT YUHANAH
NIP 19650824 1994032003



Lampiran :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerabh Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2018
Tanggal 17 Desember 2018

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA

[ Total Waktu
Mo Jenjang Jabatan Penvelesaian Pekerjaan | Jumlah Formast
I {satu) Tahun
Pengelola E’cngad;wn Barang/
Jasa Kategori Keahlisn
1 Pengelnla Pengadaan Bﬂ.{'angl-" 77.523,36 f12
Jasa Ahli Pertama
2 | Pengelola Pengadaan Barang)/ 150.325,14 120
Jasa Ahll Muda
E Penpgelola Pengadaan Barang/ 64,085,249 =i
Jasa Ahll Madva
TOTAL 234

GUBEENUE PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tred

ANIES BASWEDAN



